BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SELAWANG SEGANTANG KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menimbang :

Mengingat

"n
—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

bahwa dalam rangka memberikan informasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik
Lokal (LPPL) Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka
Tengah;

bahwa pembentukan LPPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dilaksanakan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Selawang
Segantang Kabupaten Bangka Tengah;

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);



o

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor
122);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menetapkan :

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SELAWANG SEGANTANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bangka Tengah.

6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara
baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima
melalui perangkat penerima siaran.

W



7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di
antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui
udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat
penerima siaran.

8. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara
umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan
berkesinambungan.

9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Selawang Segantang
Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut LPPL Radio
Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah adalah lembaga
penyiaran yang berbentuk badan hukum vyang didirikan oleh
Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio,
bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi
memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya
berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

10. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Selawang Segantang
Kabupaten Bangka Tengah yang berfungsi mewakili masyarakat,
Pemerintah Daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal
yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan
lembaga penyiaran publik Lokal.

11. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Selawang
Segantang Kabupaten Bangka Tengah yang berwenang dan
bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal.

12. Siaran l|klan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan
layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan
yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan
kepada LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka
Tengah.

13.Siaran lklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan
melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan,
memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa
kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar
menggunakan produk yang ditawarkan.

14.Siaran lklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial
yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan
gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada
masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau
bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

15. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah
lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di
daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran,
yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.



BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah.

BAB llI
SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah baik
secara  kelembagaan  maupun dalam  penyelenggaraan
penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

(2) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah
bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya
sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas,
memperkukuh integritas nasional dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) guna membangun masyarakat mandiri,
demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Selawang
Segantang Kabupaten Bangka Tengah wajib mendapatkan izin
penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada
Instansi yang Berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5
Alat kelengkapan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten
Bangka Tengah terdiri dari :

a. Dewan Pengawas; dan
b. Dewan Direksi.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas
Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan



